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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang  

Aparatur Sipil Negara yang disingkat ASN adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil 

(PNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang bekerja pada instansi 

pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan 

diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji 

berdasarkan peraturan perundang-undangan.  

Dalam rangka memenuhi persyaratan pengangkatan menjadi Pegawai Negeri Sipil 

Sekretariat Jenderal DPR RI, Sejalan dengan telah ditetapkannya Undang-Undang Nomor 20 

Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara pada Bab VIII tentang Manajemen ASN dimana 

tertulis tentang penerapan manajemen ASN yang bekerja di instansi pemerintah disesuaikan 

dengan karakteristik kelembagaan masing-masing,  Maka dalam hal ini Sekretariat Jenderal 

DPR RI menugaskan Calon Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Sekretariat Jenderal DPR RI, 

untuk mengikuti Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil Golongan III Tahun 2024.  

 Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) wajib menjalani masa percobaan yang 

dilaksanakan melalui proses pelatihan terintegrasi untuk membangun integritas moral, 

kejujuran, semangat dan motivasi nasionalisme dan kebangsaan, karakter kepribadian yang 

unggul dan bertanggungjawab, dan memperkuat profesionalisme serta kompetensi bidang. 

Diperlukan sebuah penyelenggaraan pelatihan yang inovatif dan terintegrasi, yaitu 

penyelenggaraan Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil (Latsar CPNS) yang memadukan 

pembelajaran klasikal dan nonklasikal di tempat pelatihan dan di tempat kerja, sehingga 

memungkinkan peserta mampu menginternalisasi, menerapkan, dan mengaktulisasikan, serta 

membuatnya menjadi kebiasaan (habituasi), dan merasakan manfaatnya, sehingga terpatri 

dalam dirinya sebagai karakter PNS yang profesional sesuai bidang tugas. Melalui 

pembaharuan pelatihan tersebut, diharapkan dapat menghasilkan PNS profesional yang 

berkarakter dalam melaksanakan tugas dan jabatannya sebagai pelaksana kebijakan publik, 

pelayan publik, dan perekat dan pemersatu bangsa. 

Harapannya setelah mendapatkan pendidikan dan pelatihan yang dimaksud CPNS akan 

mampu mengaktualisasikan nilai-nilai dasar ASN pada setiap kegiatan dalam tugas jabatannya 

dan dengan bekal pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang tepat, CPNS dapat menjadi PNS 

yang profesional dan mampu memberikan kontribusi yang optimal bagi negara. 
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B. Dasar Hukum 

Adapun dasar hukum pelaksanaan aktualisasi pada Pelatihan Dasar Calon Pegawai 

Negeri Sipil Tahun 2024 ini yaitu: 

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;  

2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri 

Sipil;  

3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2020 tentang Sekretariat 

Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia;  

4. Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pelatihan Dasar 

Calon Pegawai Negeri Sipil dengan perubahannya yaitu Peraturan Lembaga 

Administrasi Negara Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan 

Lembaga Administrasi Negara Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pelatihan Dasar Calon 

Pegawai Negeri Sipil;  

5. Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 6 

Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretarat Jenderal Dewan Perwakilan 

Rakyat Republik Indonesia, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan 

Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 

12 Tahun 2023;  

6. Surat Deputi Bidang Kebijakan Pengembangan Kompetensi ASN Nomor: 

3100/D.3/PDP.03.5 tanggal 12 Juni 2024 perihal Penyelenggaraan Latsar CPNS 

Sekretariat Jenderal DPR RI. 

 

C. Tujuan  

Adapun tujuan pelaksanaan aktualisasi pada Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri 

Sipil Tahun 2024 ini yaitu: 

1. Menginternalisasi nilai-nilai BerAKHLAK (Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, 

Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, dan Kolaboratif) dalam pelaksanaan tugas 

sehari-hari sebagai ASN. 

2. Membentuk karakter dan integritas ASN yang profesional. 

3. Menerapkan ilmu pengetahuan dan keterampilan yang telah diperoleh selama Latsar 

dalam menyelesaikan permasalahan di tempat kerja. 

4. Mengembangkan kemampuan analisis, pemecahan masalah, dan pengambilan 

keputusan. 
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D. Manfaat 

Adapun manfaat pelaksanaan aktualisasi pada Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri 

Sipil Tahun 2024 ini yaitu: 

1. Memperdalam pemahaman dan penguasaan terhadap kompetensi yang dibutuhkan 

dalam menjalankan tugas sebagai ASN. 

2. Dengan penerapan ilmu dan keterampilan yang diperoleh, dapat memberikan 

kontribusi yang lebih optimal dalam meningkatkan kinerja instansi. 

3. Nilai-nilai dasar ASN akan terinternalisasi dengan lebih baik, membentuk karakter 

ASN yang profesional dan berintegritas. 

4. Mendorong untuk berpikir kreatif dan inovatif dalam mencari solusi atas permasalahan 

yang dihadapi di tempat kerja. 
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BAB II 

PROFIL ORGANISASI DAN JABATAN 

 

A. Visi dan Misi Organisasi 

Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (Setjen DPR RI) 

merupakan unsur penunjang DPR, yang berkedududukan sebagai Kesekretariatan Lembaga. 

Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (Setjen DPR RI) 

mempunyai tugas mendukung kelancaran pelaksanaan wewenang dan tugas Dewan Perwakilan 

Rakyat Republik Indonesia di bidang persidangan, administrasi, dan keahlian. Visi Sekretariat 

Jenderal DPR RI Yaitu Menjadi Sekretariat Jenderal yang Profesional dan Modern dalam 

mendukung Visi Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Adapun Misi Sekretariat 

Jenderal DPR RI yaitu Memberikan dukungan dan pelayanan prima bagi pelaksanaan tugas dan 

fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Melaksanakan tata kelola kelembagaan 

pemerintahan yang profesional, baik, dan bersih di lingkungan Sekretariat Jenderal Dewan 

Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Menyajikan data yang lengkap, akurat, dan andal 

sebagai bahan dalam pengambilan keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia 

Biro Persidangan I merupakan salah satu Biro di bawah Deputi Bidang Persidangan 

Sekretariat Jenderal DPR RI yang menjadi supporting system dalam pelaksanaan tugas dan 

fungsi DPR RI, yaitu fungsi legislasi, pengawasan, anggaran, serta diplomasi parlemen. Dalam 

Peraturan Sekjen DPR RI Nomor 6 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat 

Jenderal DPR RI, Biro Persidangan I memiliki tugas menyelenggarakan dukungan persidangan 

komisi dan persidangan paripurna, serta pelaksanaan dukungan penyusunan risalah rapat DPR 

RI. 

Biro Persidangan I memiliki visi yaitu terwujudnya dukungan persidangan Komisi dan 

Persidangan Paripurna yang profesional dan akuntabel. Misi dari Biro Persidangan I adalah 

mewujudkan dukungan rapat dan tata usaha dalam pelaksanaan Fungsi DPR RI di Bidang 

Legislasi, Bidang Anggaran dan Bidang Pengawasan, mewujudkan dukungan rapat dan tata 

usaha dalam pelaksanaan Persidangan Paripurna, mewujudkan kebijakan penyelenggaraan 

dukungan persidangan di Komisi dan Persidangan Paripurna. Sedangkan tujuan dari Biro 

Persidangan I adalah meningkatkan dukungan rapat dan tata usaha pelaksanaan Fungsi DPR RI 

di Bidang Legislasi, Bidang Anggaran, dan Bidang Pengawasan, meningkatkan dukungan rapat 

dan tata usaha pelaksanaan Persidangan Paripurna, meningkatkan kebijakan penyelenggaraan 

persidangan di Komisi dan Persidangan Paripurna. Biro Persidangan I juga membawahi Bagian 

Risalah dimana output dari Bagian Risalah adalah risalah rapat yang dijalankan oleh DPR RI. 

Bagian Risalah menyelenggarakan fungsi, yaitu: 
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Sekretaris Jenderal DPR RI 

1. Penyusunan rencana kegiatan dan anggaran Bagian Risalah; 

2. Penyusunan bahan kegiatan di bidang persiapan dan penyusunan risalah; 

3. Pelaksanaan pendistribusian sumber daya perisalah dan memastikan proses 

pelaksanaan transkrip serta penyusunan risalah; 

4. Pelaksanaan tata usaha Bagian Risalah; 

5. Pelaksanaan persiapan penyusunan risalah rapat DPR RI; dan 

6. Pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi kepada Kepala Biro Persidangan I 

 

B. Struktur Organisasi 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Gambar 1. Struktur Organisasi Biro Persidangan I 

C. Tugas dan Fungsi Jabatan Peserta 

Berdasarkan Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi 

Birokrasi Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2017 tentang Jabatan Fungsional Perisalah 

Legislatif, dijelaskan di Pasal 5 dalam Bab IV mengenai Tugas Jabatan, Unsur dan Sub Unsur 

Kegiatan. 

Deputi Bidang Persidangan 

Biro Persidangan I 

Bagian Set. Komisi 

I-XI 
Bagian Persidangan 

Paripurna 
Bagian Risalah Kelompok Jabatan 

Fungsional 

Subbagian rapat Set. 
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Subbagian Tata Usaha 

Set. Komisi I-IX 
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Persidangan Paripurna 

Subbagian Tata Usaha 

Persidangan Paripurna 

Kelompok Jabatan 

Fungsional 

Subbagian Pelayanan 

Risalah 

Subbagian Tata Usaha 

Risalah 
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“Tugas Jabatan Fungsional Perisalah Legislatif yaitu melaksanakan kegiatan di bidang 

risalah legislatif, yang meliputi penyusunan risalah rapat, penyusunan dokumen kelengkapan 

risalah rapat, penyusunan analisis dan anotasi himpunan risalah rapat, serta pengembangan 

sistem risalah rapat legislatif” 

Sementara itu menurut Pasal 7 dalam peraturan yang sama, dijelaskan uraian kegiatan 

Jabatan Fungsional Perisalah Legislatif sesuai dengan jenjang jabatannya. Untuk uraian 

kegiatan jenjang jabatan Perisalah Legislatif Ahli pertama meliputi: 

1. Mengoordinasikan kegiatan penyusunan risalah rapat sementara; 

2. Melakukan inventarisasi hasil transkrip, kelengkapan, dan bahan rapat untuk 

penyusunan risalah rapat sementara; 

3. Memeriksa hasil inventarisasi bahan rapat untuk penyusunan risalah rapat sementara; 

4. Mengolah hasil transkrip menjadi risalah rapat sementara yang berbahasa Indonesia, 

berdasarkan: 

a. jumlah halaman risalah rapat sampai dengan 50 halaman; 

b. jumlah halaman risalah rapat 51 sampai dengan 100 halaman; 

c. jumlah halaman risalah rapat 101 sampai dengan 150 halaman; dan 

d. jumlah halaman risalah rapat 151 sampai dengan 200 halaman;  

e. jumlah halaman risalah rapat di atas 200 halaman; 

5. Mengolah hasil transkrip menjadi risalah rapat sementara yang berbahasa asing, 

berdasarkan: 

a. jumlah halaman risalah rapat sampai dengan 50 halaman; 

b. jumlah halaman risalah rapat 51 sampai dengan 100 halaman; 

c. jumlah halaman risalah rapat 101 sampai dengan 150 halaman; 

d. jumlah halaman risalah rapat 151 sampai dengan 200 halaman; dan 

e. jumlah halaman risalah rapat di atas 200 halaman; 

6. Mengolah hasil transkrip menjadi risalah rapat sementara yang berbahasa daerah 

berdasarkan: 

a. jumlah halaman risalah rapat sampai dengan 50 halaman; 

b. jumlah halaman risalah rapat 51 sampai dengan 100 halaman; 

c. jumlah halaman risalah rapat 101 sampai dengan 150 halaman; 

d. jumlah halaman risalah rapat 151 sampai dengan 200 halaman; dan 

e. jumlah halaman risalah rapat di atas 200 halaman;  

7. Menelaah dan menyerahkan risalah rapat sementara kepada penyelenggara rapat 

untuk dikoreksi; 

8. Melakukan perbaikan risalah rapat sementara terhadap hasil koreksi 

penyelenggara/peserta rapat untuk menjadi risalah rapat resmi; 

9. Menyusun laporan pelaksanaan tugas penyusunan risalah rapat resmi yang meliputi: 



13 
 

a. bulanan  

b. triwulan; 

c. semester; dan 

d. tahunan; 

10. Melakukan pengumpulan dokumen softcopy yang akan dijadikan sebagai e-risalah; 

11. Menginventarisir dokumen softcopy yang akan dijadikan sebagai e-risalah; 

12. Melakukan pembuatan e-risalah: 

a. risalah rapat sementara; 

b. risalah rapat resmi; 

c. risalah rapat yang sudah divalidasi; 

d. catatan rapat; 

e. laporan singkat; dan 

f. himpunan risalah rapat; 

13. Menyusun laporan pelaksanaan tugas pembuatan e-risalah 

yang meliputi: 

a. bulanan; 

b. triwulan; 

c. semester; dan 

d. tahunan; 

14. Menelaah kumpulan dokumen softcopy e-risalah; 

15. Menginventarisir dokumen softcopy e-risalah; 

16. Membuat sistem database informasi risalah; 

17. Melakukan pemasukkan e-risalah ke dalam database sistem informasi risalah: 

a. risalah rapat sementara; 

b. risalah rapat resmi; 

c. risalah rapat yang sudah divalidasi;  

d. catatan rapat; 

e. laporan singkat; dan 

f. himpunan risalah rapat; 

18. Menyusun laporan pelaksanaan tugas pemuktahiran database risalah yang meliputi: 

a. bulanan; 

b. triwulan; 

c. semester; dan 

d. tahunan; 

19. Melakukan pengumpulan e-risalah yang akan dipubikasikan; 

20. Menginventarisir e-risalah yang akan dipublikasi; 

21. Menelaah dan meminta persetujuan e-risalah yang akan dipublikasikan; 
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22. Melakukan publikasi dalam jaringan intranet/internet: 

a. risalah rapat sementara; 

b. risalah rapat resmi; 

c. risalah rapat yang sudah divalidasi; 

d. catatan rapat; 

e. laporan singkat; dan 

f. himpunan risalah rapat; dan 

23. Menyusun laporan pelaksanaan tugas publikasi e-risalah dalam jaringan 

intranet/internet yang meliputi: 

a. bulanan; 

b. triwulan; 

c. semester; dan 

d. tahunan. 
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BAB III 

PENETAPAN ISU PRIORITAS 
 

A. Identifikasi Isu 

1. Belum adanya panduan proses pengembalian terkait dengan risalah rapat sementara yang 

terdapat kesalahan. 

a. Kondisi Saat ini 

Risalah rapat merupakan catatan yang dibuat secara lengkap dan berisi seluruh jalannya 

pembicaraan yang dilakukan dalam rapat, serta dilengkapi dengan catatan tentang jenis dan 

sifat rapat, hari dan tanggal rapat, tempat rapat, acara rapat, waktu pembukaan dan penutupan 

rapat, ketua dan sekretaris rapat, jumlah dan nama anggota yang menandatangani daftar hadir, 

dan undangan yang hadir.  

Sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) Penyusunan Risalah Rapat nomor 

OT.03.03 – 0024 yang dikeluarkan oleh Biro Persidangan I Sekretariat Jenderal DPR RI, 

penyusunan risalah rapat resmi melalui beberapa tahapan. Dimulai dari tahapan penugasan 

pembuatan risalah rapat sementara dari perisalah legislatif ahli pertama sampai pada tahapan 

mendokumentasikan risalah rapat yang telah disahkan/risalah rapat resmi. 

Pada pembuatan risalah rapat masih terdapat penulisan yang kurang sesuai dengan 

format yang ada, baik minor maupun mayor. Hal ini sesuai dengan survei acak yang dilakukan 

di bagian risalah Sekretariat Jenderal DPR RI, dimana sebagian besar menjawab sering 

menemukan kesalahan pada risalah rapat yang diterima. 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2. Diagram survei kesalahan pada risalah rapat 

  

Pada SOP Penyusunan Risalah Rapat boleh dilakukan perbaikan risalah rapat kembali 

oleh pembuatnya setelah diperiksa pada tahapan setelahnya. Namun, pada pelaksanaannya 

belum terdapat panduan terkait dengan risalah rapat yang dikoreksi. Sehingga banyak dari 
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perisalah legislatif yang tidak mengembalikan risalah rapat yang salah dan lebih memilih untuk 

melanjutkan pekerjaan pembuatan risalahnya.  

Gambar 3. SOP Penyusunan Risalah Rapat 

 

Selain itu, pada Peraturan Menteri PANRB Nomor 26 Tahun 2017 tentang Jabatan 

Fungsional Perisalah Legislatif pada Pasal 8 ayat 8 yaitu Hasil kerja tugas jabatan bagi Jabatan 

Fungsional Perisalah Legislatif sesuai dengan jenjang jabatan juga meliputi dokumen konsep 

risalah rapat yang sudah diperbaiki. Yang artinya secara dasar hukum diperbolehkan untuk 

dikembalikan risalah rapat yang salah untuk diperbaiki Namun, kondisi yang ada saat ini yang 

ada di bagian belum ada dokumen dan proses secara formal tentang pengembalian risalah rapat 

sementara yang salah untuk dikoreksi oleh perisalah legislatif ahli pertama.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4. Diagram survei urgensi pengembalian risalah rapat  

 

Gambar diagram diatas merupakan survei acak yang dilakukan pada pegawai bagian 

risalah. Hasilnya menunjukkan bahwa diperlukannya panduan pengembalian risalah rapat 

setelah berkaca dari pengalaman yang ada sebelumnya pada proses penyusunan risalah rapat. 
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b. Kondisi yang diharapkan 

Adapun kondisi yang diharapkan yakni adanya panduan pengembalian risalah rapat 

sementara agar tertata proses pengembalian risalah rapat sementara yang terdapat kesalahan 

lebih akurat dan akuntabel.  

c. Dampak apabila isu tidak diselesaikan 

Adapun dampak apabila isu tidak diselesaikan yakni dokumentasi risalah rapat menjadi 

kurang akurat akibat adanya kesalahan dari pembuatan risalah rapat.  Penyusunan risalah rapat 

dapat berfungsi sebagai alat komunikasi utama antar anggota tim. Kesalahan dalam penyusunan 

risalah rapat dapat menyebabkan miskomunikasi atau kebingungan tentang tanggungjawab dan 

keputusan. Ketidakakuratan dalam risalah rapat dapat mempengaruhi kualitas analisis dan hasil 

evaluasi. 

 

2. Dokumen/bahan rapat yang tidak lengkap di unggah kedalam aplikasi SIRIH. 

a. Kondisi Saat Ini 

Aplikasi SIRIH merupakan singkatan dari Sistem Informasi Risalah, yang merupakan 

aplikasi yang digunakan dalam penyimpanan informasi risalah seluruh yang ada di DPR RI. Di 

dalam aplikasi SIRIH memuat berbagai dokumen yang diperlukan pada sebuah rapat, seperti 

undangan rapat, rekaman rapat, daftar hadir rapat, daftar urut pembicara, materi rapat, transkrip 

rapat, laporan singkat, risalah rapat sementara, risalah rapat validasi dan risalah rapat resmi. 

Semua dokumen tersebut harus di unggah kedalam aplikasi SIRIH untuk memaksimalkan 

koordinasi pekerjaan pembuatan risalah antara sekretariat alat kelengkapan dewan dan bagian 

risalah dan dapat dilihat oleh siapapun yang memiliki akses ke aplikasi SIRIH.  Semua kegiatan 

pelaksanaan fungsi Dewan di setiap rapat-rapat AKD dimulai dari perekaman dan melengkapi 

dokumen pendukung yaitu : 

- Dokumen undangan rapat  

- Daftar hadir,  

- Rekapitulasi pembicara rapat,  

- Dokumen bahan rapat.  

- Rekaman rapat 

- Transkrip rapat 

- Risalah rapat 

 

Namun pada pelaksanaannya, banyak rapat yang telah dilaksanakan belum memiliki 

dokumen yang lengkap pada aplikasi SIRIH ini seperti tidak adanya daftar hadir rapat atau 
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tidak adanya rekaman rapat. Hal ini mengakibatkan terhambatnya pekerjaan pembuatan risalah 

rapat karena harus mencari kembali dokumen yang tidak lengkap tersebut. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 5. Tangkapan Layar dari Aplikasi SIRIH 

Dari gambar diatas menunjukkan bahwa hanya ada dua dokumen yang diunggah pada 

rapat tersebut. Yang pada seharusnya ada beberapa dokumen lainnya yang juga diunggah pada 

rapat tersebut. Hal ini mengakibatkan terhambatnya pekerjaan pembuatan risalah rapat karena 

harus mencari kembali dokumen yang tidak lengkap tersebut. 

 

b. Kondisi yang diharapkan 

Adapun kondisi yang diharapkan yakni adanya draft berita acara serah terima hasil 

pekerjaan yang nantinya digunakan untuk mengoptimalisasikan pengecekan dokumen atau 

bahan rapat untuk proses penyusunan risalah rapat. Yang dimana berita acara ini juga termasuk 

hasil pekerjaan dari seorang perisalah legislatif sesuai dengan Peraturan Menteri PAN RB 

Nomor 26 tahun 2017 tentang Jabatan Fungsional Perisalah Legislatif. 

 

c. Dampak apabila isu tidak diselesaikan 

Adapun dampak yang dapat terjadi apabila isu tidak diselesaikan yaitu 

Ketidaklengkapan pengunggahan dokumen atau bahan rapat mengakibatkan penggunaan 

waktu dan sumber daya yang tidak efektif efisien, serta menambah beban kerja bagi pegawai 

yang menyusun risalah. Selain itu, Penyusunan risalah rapat dapat berfungsi sebagai alat 

komunikasi utama antar anggota tim. Ketidaklengkapan pengunggahan dokumen dapat 

menyebabkan miskomunikasi atau kebingungan tentang tanggungjawab dan keputusan. 

 

3. Tidak adanya tanda tangan elektronik pada risalah rapat resmi 

a. Kondisi saat ini 
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Risalah rapat merupakan catatan yang dibuat secara lengkap dan berisi seluruh jalannya 

pembicaraan yang dilakukan dalam rapat, serta dilengkapi dengan catatan tentang jenis dan 

sifat rapat, hari dan tanggal rapat, tempat rapat, acara rapat, waktu pembukaan dan penutupan 

rapat, ketua dan sekretaris rapat, jumlah dan nama anggota yang menandatangani daftar hadir, 

dan undangan yang hadir. Risalah rapat merupakan dokumen negara dan juga dokumen resmi 

yang dapat dijadikan alat bukti untuk judicial review pada mahkamah konstitusi. Dalam SOP 

penyusunan risalah rapat nomor OT.03.03 – 0024 yang dikeluarkan oleh Biro Persidangan I 

Sekretariat Jenderal DPR RI, adanya proses pengesahan dengan tanda tangan pada risalah rapat 

sehingga risalah rapat itu menjadi dokumen yang resmi dan dapat didokumentasikan atau 

dipublikasi secara resmi.  

Gambar 6. Alur dokumentasi risalah rapat yang sudah ditandatangani 

 

Disamping itu, Tanda tangan elektronik (TTE) adalah representasi elektronik dari tanda 

tangan basah yang berfungsi sebagai alat autentikasi dan verifikasi atas keutuhan identitas 

penanda tangan dan keautentikan informasi elektronik. Singkatnya, TTE adalah tanda tangan 

digital yang memiliki kekuatan hukum yang sama dengan tanda tangan basah.  

 

Keberadaan tanda tangan elektronik dalam sebuah dokumen risalah rapat merupakan 

hal yang sangat penting. Namun, pada saat ini belum adanya tanda tangan elektronik pada 

risalah rapat resmi yang telah diunggah ke website dpr.go.id. Gambar dibawah ini merupakan 

contoh risalah rapat yang telah diunggah ke website dpr.go.id namun belum tercantum tanda 

tangan biasa maupun tanda tangan elektronik. 
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Gambar 7. Tangkapan layar contoh risalah rapat 

b. Kondisi yang diharapkan 

 Implementasi tanda tangan elektronik pada risalah rapat DPR RI merupakan langkah 

maju yang sangat penting dalam mewujudkan pemerintahan yang lebih transparan, efisien, dan 

akuntabel. TTE tidak hanya meningkatkan efisiensi proses legislasi, tetapi juga memperkuat 

kepercayaan publik terhadap lembaga perwakilan rakyat. 

 

c. Dampak apabila isu tidak diselesaikan 

 Adapun dampak apabila isu ini tidak diselesaikan yaitu tidak dapat melindungi 

dokumen dari akses yang tidak sah dan kurang efisien dalam proses dan waktu jika masih 

menggunakan tanda tangan yang bukan elektronik.
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Tabel Identifikasi Isu 

No Rumusan Isu Kondisi saat ini (data dan fakta) 
Dampak apabila isu tidak 

diselesaikan 

Kondisi yang 

diharapkan 

Keterkaitan dengan 

Kedudukan dan 

Peran ASN 

mendukung SMART 

Governance 

1 Belum adanya 

panduan proses 

pengembalian terkait 

dengan risalah rapat 

sementara yang 

terdapat kesalahan. 

-  Masih ditemukannya risalah rapat 

sementara  yang terdapat kesalahan 

- Kurangnya komunikasi antara 

antar tim dalam hal pengembalian 

risalah  

- Adanya tulisan dokumen 

kelengkapan berupa risalah rapat 

sementara yang sudah diperbaiki 

pada SOP penyusunan risalah rapat 

nomor OT.03.03 – 0024 yang 

dikeluarkan oleh Biro Persidangan 

I Sekretariat Jenderal DPR RI 

 

1. Dokumentasi risalah rapat 

menjadi kurang akurat akibat 

adanya kesalahan dari pembuatan 

risalah rapat. 

2. Penyusunan risalah rapat dapat 

berfungsi sebagai alat 

komunikasi utama antar anggota 

tim. Kesalahan dalam 

penyusunan risalah rapat dapat 

menyebabkan miskomunikasi 

atau kebingungan tentang 

tanggungjawab dan keputusan. 

3. Ketidakakuratan dalam risalah 

rapat dapat mempengaruhi 

kualitas analisis dan hasil 

evaluasi.  

Adanya panduan 

pengembalian 

risalah rapat 

sementara agar 

tertata proses 

pengembalian 

risalah rapat 

sementara yang 

terdapat kesalahan 

lebih akurat dan 

akuntabel 

SMART 

ASN(mengakses dan 

mengelola informasi) 

dan Manajemen ASN 

(kode etik dan kode 

perilaku ASN tentang 

melaksanakan tugas 

dengan cermat dan 

disiplin) 

2 Dokumen/bahan rapat 

yang tidak lengkap di 

Belum memiliki dokumen yang 

lengkap pada aplikasi SIRIH ini seperti 

tidak adanya daftar hadir rapat atau 

1. Ketidaklengkapan 

pengunggahan dokumen atau 

bahan rapat mengakibatkan 

Membuat draft 

berita acara serah 

terima hasil 

SMART ASN 

(mengakses dan 

mengelola informasi) 
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unggah kedalam 

aplikasi SIRIH. 

 

tidak adanya rekaman rapat. Hal ini 

mengakibatkan terhambatnya 

pekerjaan pembuatan risalah rapat 

karena harus mencari kembali dokumen 

yang tidak lengkap tersebut.  

 

penggunaan waktu dan sumber 

daya yang tidak efektif efisien, 

serta menambah beban kerja bagi 

pegawai yang menyusun risalah. 

2. Penyusunan risalah rapat dapat 

berfungsi sebagai alat 

komunikasi utama antar anggota 

tim.Ketidaklengkapan 

pengunggahan dokumen dapat 

menyebabkan miskomunikasi 

atau kebingungan tentang 

tanggungjawab dan keputusan.  

pekerjaan yang 

nantinya digunakan 

untuk meng 

optimalisasikan 

pengecekan 

dokumen atau 

bahan rapat untuk 

proses penyusunan 

risalah rapat. 

dan Manajemen ASN 

(kode etik dan kode 

perilaku ASN tentang 

melaksanakan tugas 

dengan cermat dan 

disiplin) 

3 Tidak adanya tanda 

tangan elektronik pada 

risalah rapat resmi 

- Adanya proses pengesahan dengan 

tanda tangan pada risalah rapat 

dalam SOP penyusunan risalah 

rapat nomor OT.03.03 – 0024 yang 

dikeluarkan oleh Biro Persidangan 

I Sekretariat Jenderal DPR RI 

- Belum adanya tanda tangan 

elektronik pada risalah rapat resmi 

yang telah diunggah  

 

1. Tidak dapat melindungi 

dokumen dari akses yang tidak 

sah 

2. Kurang efisien dalam proses dan 

waktu jika masih menggunakan 

tanda tangan yang bukan 

elektronik 

Mengimplementasi

kan tanda tangan 

elektronik pada 

risalah rapat resmi 

SMART ASN (Digital 

Safety) 

Tabel 1. Identifikasi Isu
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A. Penetapan Isu Prioritas 

B.1 Teknik Tapisan Isu 

Teknik tapisan yang digunakan adalah USG, yaitu untuk mengukur seberapa mendesak suatu isu harus 

dibahas, dianalisis, dan ditindaklanjuti (Urgency), seberapa serius suatu isu harus dibahas dikaitkan dengan 

akibat yang akan ditimbulkan (Seriousness), dan seberapa besar kemungkinan memburuknya isu tersebut 

jika tidak ditangani segera (Growth). Penilaian dilakukan dengan menentukan tingkat urgensi, keseriusan, 

dan perkembangan isu melalui pemberian skor dengan skala nilai 1 - 5, dengan Interval penentuan prioritas 

sebagai berikut:  

Angka 1: sangat tidak mendesak/gawat dan dampak;  

Angka 2: tidak mendesak/gawat dan dampak;  

Angka 3: cukup mendesak/gawat dan dampak;  

Angka 4: mendesak/gawat dan dampak;  

Angka 5: sangat mendesak/gawat dan dampak. 

 

B.2 Pemilihan Isu Prioritas 

 Berikut adalah hasil penentuan core isu dengan menggunakan metode tapisan USG. 

No Isu 
Kriteria Jumlah 

Nilai U S G 

1 Belum adanya panduan proses pengembalian terkait dengan risalah 

rapat sementara yang terdapat kesalahan. 

4 4 4 12 

2 Dokumen/bahan rapat yang tidak lengkap di unggah kedalam 

aplikasi SIRIH. 

3 3 3 9 

3 Tidak adanya tanda tangan elektronik pada risalah rapat resmi 4 3 3 10 

Tabel 2. Matriks Pemilihan Isu Prioritas dengan Analisis USG 

 

Berdasarkan hasil analisis USG tersebut maka isu yang akan penulis bawa dalam rancangan 

aktualisasi adalah “Belum adanya panduan proses pengembalian terkait dengan risalah rapat sementara 

yang terdapat kesalahan” 

 

C. Teknik Analisis Isu 

Adapun Teknik analisis isu pada rancangan aktualisasi ini yaitu menggunakan Teknik analisis 

fishbone diagram. Fishbone diagram atau diagram tulang ikan adalah alat visual yang membantu 

mengidentifikasi penyebab utama suatu masalah. Untuk membuat fishbone diagram terkait panduan 
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pengembalian risalah rapat yang salah, perlu mengidentifikasi berbagai faktor yang mungkin berkontribusi 

terhadap masalah tersebut. Adapun faktor-faktor tersebut antara lain: 

1. Faktor Manusia 

Kurangnya komunikasi antara penulis risalah dan pihak yang menerima. Dimana dalam hal ini 

antara perisalah legislatif ahli muda sebagai pihak yang menerima tidak mengembalikan lagi risalah 

rapat sementara yang terdapat kesalahan kepada perisalah legislative ahli pertama sebagai penyusun 

risalah rapat sementara 

 

2. Faktor Proses 

 Prosedur pengembalian risalah yang tidak jelas atau tidak terdokumentasi. Dalam hal ini yang 

dimaksudkan adalah belum adanya dasar hukum yang secara khusus untuk proses pengembalian risalah 

rapat sementara yang terdapat kesalahan, dimana hanya terdapat dasar hukum yang secara umum dalam 

SOP penyusunan risalah rapat nomor OT.03.03 – 0024 yang dikeluarkan oleh Biro Persidangan I 

Sekretariat Jenderal DPR RI yang mencantumkan adanya risalah rapat sementara yang telah diperbaiki. 

 

3. Faktor Material 

Format risalah yang tidak standar atau tidak konsisten. Dalam hal ini yang dimaksud adalah belum 

adanya keseragaman format penyusunan risalah rapat sementara dari setiap alat kelengkapan dewan 

sehingga pada produk risalah rapat sementara terdapat perbedaan dimana menyesuaikan pada setiap 

alat kelengkapan dewan nya tersendiri. 

4. Faktor Lingkungan 

Tekanan waktu dan beban kerja yang tinggi. Dalam hal ini yang dimaksud yakni adanya risalah 

rapat yang dapat dikategorikan harus segera diselesaikan atau urgent dan ada target yang harus dicapai 

oleh setiap pejabat fungsional sehingga memengaruhi kualitas dari risalah rapat itu sendiri. 
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Gambar 8. Diagram Fishbone  

 

D. Gagasan Pemecahan Isu  

Adapun gagasan dari pemecahan isu ini yaitu Penyusunan Panduan Pengembalian risalah rapat 

sementara pada Bagian Risalah Sekretariat Jenderal DPR RI. Draft panduan ini nantinya akan digunakan 

oleh perisalah legislatif ahli muda dalam mengembalikan risalah rapat sementara yang terdapat kesalahan 

kepada perisalah legislatif ahli pertama. Usulan penyusunan panduan pengembalian risalah rapat sementara 

akan meningkatkan kualitas dari susunan risalah rapat sementara. Format panduan ini juga diharapkan dapat 

mampu menjadikan risalah rapat sementara lebih akurat dan akuntabel. Adapun langkah-langkah konkret 

yang dilakukan dalam penyusunan panduan pengembalian risalah rapat sementara ini yakni :  

• Analisis kebutuhan: mengidentifikasi secara detail apa saja yang perlu diatur dalam panduan, mulai 

dari format risalah, tenggat waktu pengembalian, hingga mekanisme peninjauan. 

• Penyusunan draft: membuat draft panduan yang jelas, sederhana, dan mudah dipahami. 

• Sosialisasi: mensosialisasikan draft panduan kepada seluruh pihak yang terkait. 

• Revisi: melakukan revisi terhadap draft panduan berdasarkan masukan yang diterima. 

 

Adapun gambaran umum yang nantinya menjadi bagian di dalam panduan pengembalian risalah 

rapat sementara yakni : 

• Mengidentifikasi Kesalahan, perisalah legislatif ahli muda yang menemukan kesalahan dalam 

risalah rapat mengkomunikasikan kepada perisalah legislatif ahli pertama atas penyusunan risalah 

Material 
Lingkungan 

Proses 

Adanya Risalah 

Rapat Sementara 

yang terdapat 

kesalahan 

Manusia 

Prosedur pengembalian risalah yang 

tidak jelas atau tidak terdokumentasi. 
Kurangnya komunikasi antara penulis 

risalah dan pihak yang menerima. 

Format risalah yang tidak 

standar atau tidak konsisten. 
Tekanan waktu dan 
beban kerja yang tinggi 
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(misalnya, sekretaris rapat atau unit terkait). Kesalahan yang dimaksud dapat berupa kesalahan 

penulisan nama, tanggal, waktu, keputusan rapat, atau informasi penting lainnya. 

• Hasil identifikasi dapat dilakukan secara tertulis. Laporan harus berisi informasi yang jelas 

mengenai: Identitas yang mengidentifikasi, Nomor atau judul risalah rapat, Bagian risalah yang 

terdapat kesalahan, mendeskripsikan kesalahan yang ditemukan serta memberi usulan perbaikan. 

• Melakukan verifikasi terhadap laporan kesalahan yang masuk. Verifikasi dapat dilakukan dengan 

membandingkan risalah rapat dengan catatan rapat atau rekaman audio-visual (jika ada). 

• Jika kesalahan terkonfirmasi, maka risalah rapat akan diperbaiki sesuai dengan laporan yang 

masuk. Perbaikan dilakukan oleh perisalah legislatif ahli pertama dan didokumentasikan dengan 

baik. 

• Risalah rapat yang telah diperbaiki akan didistribusikan kembali di aplikasi SIRIH, SIMFONI dan 

pihak-pihak terkait. Distribusi dapat dilakukan secara fisik atau elektronik, tergantung pada 

kebijakan organisasi. 

 

Keberhasilan penyusunan panduan pengembalian risalah rapat sementara ini juga dinilai penting 

dimana nantinya untuk mengukur sejauh mana panduan yang telah dibuat mencapai tujuannya. Panduan 

yang baik tidak hanya sekadar ada, tetapi juga harus efektif, efisien, dan relevan dengan kebutuhan 

pengguna. Untuk mengukur keberhasilan penyusunan panduan, dapat dilakukan dengan: 

• Uji coba panduan, dimana panduan pengembalian risalah rapat sementara ini akan diuji coba ke 

beberapa pegawai perisalah legislatif untuk melihat sejauh mana keefektifan dalam 

penggunaannya. 

• Survei mengenai panduan dimana mengumpulkan data dari stakeholder yang terlibat langsung 

mengenai tingkat kepuasan mereka terhadap panduan pengembalian risalah rapat sementara.  

 

Adapun tolak ukur dalam penyusunan panduan ini yaitu:  

• Kelengkapan Informasi, yakni semua informasi yang diperlukan pengguna telah tercakup dalam 

panduan dan disajikan secara lengkap dan detail. 

• Visualisasi, yakni panduan dilengkapi dengan gambar, diagram, atau infografis yang membantu 

pemahaman dan urutan yang jelas dan mudah diikuti. 

• Relevansi, yakni panduan menjawab pertanyaan dan memenuhi kebutuhan pengguna. 

• Umpan balik, yakni panduan mudah dipahami dan bermanfaat. 
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BAB IV 

RANCANGAN AKTUALISASI 

 

A. Matriks Rancangan Aktualisasi 

 

Unit Kerja : Bagian Risalah Sekretariat Jenderal DPR RI 

Identifikasi Isu : - Belum adanya panduan proses pengembalian terkait dengan risalah rapat sementara yang terdapat 

kesalahan. 

- Dokumen/bahan rapat yang tidak lengkap di unggah kedalam aplikasi SIRIH. 

- Tidak adanya tanda tangan elektronik pada risalah rapat resmi 

Isu yang Diangkat : Belum adanya panduan proses pengembalian terkait dengan risalah rapat sementara yang terdapat kesalahan 

Gagasan Pemecahan Isu : Penyusunan panduan pengembalian risalah rapat sementara pada Bagian Risalah Sekretariat Jenderal DPR RI. 

 

Matriks Rancangan Aktualisasi Pelatihan Dasar CPNS 

No Kegiatan Tahapan Kegiatan Output / Hasil 

Keterkaitan 

Substansi Mata 

Pelatihan Agenda II 

Nilai-nilai Dasar 

ASN BerAkhlak 

Keterkaitan Substansi 

Mata Pelatihan Agenda 

III Manajemen ASN 

dan SMART ASN 

Kontribusi Terhadap 

Visi/Misi/Tusi/Tujuan 

Organisasi 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 

1 

1.  

Konsultasi 

Pelaksanaan 

Aktualisasi 

Melakukan konsultasi 

dengan mentor dan coach 

terkait pelaksanaan 

aktualisasi 

Masukan atau 

perbaikan dari 

mentor dan coach 

terkait 

pelaksanaan 

aktualisasi 

Akuntabel: Bekerja 

efektif dan efisien.  

Harmonis: Menjalin 

komunikasi yang baik  

Kolaboratif: terbuka 

untuk bekerja sama 

Manajemen ASN: 

Mempererat persatuan 

dan kesatuan Negara 

Kesatuan 

Republik Indonesia 

(Tugas ASN) 

 

SMART ASN: 

Komunikasi 

Dengan melakukan 

konsultasi pelaksanaan 

aktualisasi berkontribusi 

pada Misi Setjen DPR RI 

yaitu Melaksanakan tata 

kelola kelembagaan 

pemerintahan yang 

profesional, baik, dan bersih 

di lingkungan Sekretariat 
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No Kegiatan Tahapan Kegiatan Output / Hasil 

Keterkaitan 

Substansi Mata 

Pelatihan Agenda II 

Nilai-nilai Dasar 

ASN BerAkhlak 

Keterkaitan Substansi 

Mata Pelatihan Agenda 

III Manajemen ASN 

dan SMART ASN 

Kontribusi Terhadap 

Visi/Misi/Tusi/Tujuan 

Organisasi 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 

dan Kolaborasi 

(kompetensi literasi 

digital BSSN) 

Jenderal Dewan Perwakilan 

Rakyat Republik Indonesia. 

Melakukan konsultasi 

dengan pimpinan unit 

kerja terkait pelaksanaan 

aktualisasi 

Masukan atau 

perbaikan dari 

Kepala Bagian 

Risalah terkait 

pelaksanaan 

aktualisasi  

Akuntabel: Bekerja 

efektif dan efisien.  

Harmonis: Menjalin 

komunikasi yang baik  

Kolaboratif: terbuka 

untuk bekerja sama 

Manajemen ASN: 

Mempererat persatuan 

dan kesatuan Negara 

Kesatuan 

Republik Indonesia 

(Tugas ASN) 

 

SMART ASN: 

Komunikasi dan 

Kolaborasi (kompetensi 

literasi digital BSSN) 

 

2. 

Pengumpulan 

data 

Melakukan pengumpulan 

literatur yang berkaitan 

dengan aktualisasi 

penulis 

Data-data yang 

valid untuk 

membantu 

pelaksanaan 

aktualisasi 

Akuntabel: Bekerja 

dengan teliti. 

Kompeten: 

Melaksanakan tugas 

dengan kualitas 

terbaik. Adaptif: 

Mengembangkan 

kreativitas. 

Manajemen ASN: 

Melaksanakan tugasnya 

dengan cermat dan 

disiplin. 

(Kode etik dan kode 

perilaku ASN) 

 

SMART ASN: 

Kelola Data Informasi 

(kompetensi literasi 

digital BSSN) 

Pengumpulan data 

berkontribusi pada misi Setjen 

DPR RI yakni Menyajikan data 

yang lengkap, akurat, dan andal 

sebagai bahan dalam 

pengambilan keputusan Dewan 

Perwakilan Rakyat Republik 

Indonesia. 
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No Kegiatan Tahapan Kegiatan Output / Hasil 

Keterkaitan 

Substansi Mata 

Pelatihan Agenda II 

Nilai-nilai Dasar 

ASN BerAkhlak 

Keterkaitan Substansi 

Mata Pelatihan Agenda 

III Manajemen ASN 

dan SMART ASN 

Kontribusi Terhadap 

Visi/Misi/Tusi/Tujuan 

Organisasi 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 

Melakukan survei terkait 

dengan pengembalian 

risalah rapat 

Hasil survei 

terkait dengan  

risalah rapat 

Akuntabel: Bekerja 

dengan teliti. 

Kompeten: 

Melaksanakan tugas 

dengan kualitas 

terbaik. Adaptif: 

Mengembangkan 

kreativitas. 

Manajemen ASN: 

Melaksanakan tugasnya 

dengan cermat dan 

disiplin. 

(Kode etik dan kode 

perilaku ASN) 

 

SMART ASN: 

Kelola Data Informasi 

(kompetensi literasi 

digital BSSN) 

 

 

 

 

 

 

3. 

Penyusunan 

Panduan 

Melakukan persiapan 

penyusunan panduan 

pengembalian risalah 

rapat sementara 

Rangkuman data 

terkait sebelum 

penyusunan 

panduan 

pengembalian 

risalah rapat 

sementara 

Akuntabel: Bekerja 

dengan teliti. 

Kompeten: 

Melaksanakan tugas 

dengan kualitas 

terbaik 

Adaptif: Berinovasi 

dan mengembangkan 

kreativitas. 

Manajemen ASN: 

Melaksanakan tugasnya 

dengan cermat dan 

disiplin 

 

SMART ASN: 

Kelola Data Informasi 

(kompetensi literasi 

digital BSSN) 

Dengan melakukan penyusunan 

panduan pengembalian risalah 

rapat sementara berkontribusi 

pada Visi dan Misi Biro 

Persidangan I yakni 

Terwujudnya dukungan 

persidangan Komisi dan 

Persidangan Paripurna yang 

profesional dan akuntabel 

Melakukan penyusunan 

panduan pengembalian 

risalah rapat sementara 

Dokumen 

panduan 

pengembalian 

risalah rapat 

Sementara 

Berorientasi 

Pelayanan: Solutif, 

cekatan  

Akuntabel: Bekerja 

efektif dan efisien. 

Manajemen ASN : 

Melaksanakan tugasnya 

dengan cermat dan 

disiplin 
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No Kegiatan Tahapan Kegiatan Output / Hasil 

Keterkaitan 

Substansi Mata 

Pelatihan Agenda II 

Nilai-nilai Dasar 

ASN BerAkhlak 

Keterkaitan Substansi 

Mata Pelatihan Agenda 

III Manajemen ASN 

dan SMART ASN 

Kontribusi Terhadap 

Visi/Misi/Tusi/Tujuan 

Organisasi 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 

Adaptif: Berinovasi 

dan mengembangkan 

kreativitas.  

Loyal: Melaksanakan 

tugasnya dengan 

cermat dan disiplin. 

SMART ASN: 

Kelola Data Informasi 

(kompetensi literasi 

digital BSSN) 

 

4. 

Monitoring 

dan Evaluasi  

Sosialisasi panduan 

pengembalian risalah 

rapat sementara kepada 

pihak terkait 

Laporan singkat 

sosialisasi 

panduan 

pengembalian 

risalah rapat 

sementara 

Akuntabel: Bekerja 

dengan teliti. 

Kompeten: 

Melaksanakan tugas 

dengan kualitas 

terbaik 

Kolaboratif : 

Terbuka untuk 

bekerja sama 

Manajemen ASN: 

Memberikan informasi 

secara benar dan tidak 

menyesatkan kepada 

pihak lain yang 

memerlukan informasi 

terkait kepentingan 

kedinasan (Kode etik dan 

kode perilaku ASN) 

 

SMART ASN: 

Komunikasi 

dan Kolaborasi 

(kompetensi literasi 

digital BSSN) 

Dengan melakukan monitor 

dan evaluasi terhadap panduan 

pengembalian risalah rapat 

sementara berkontribusi pada 

Visi dan Misi Biro Persidangan 

I yakni Terwujudnya dukungan 

persidangan Komisi dan 

Persidangan Paripurna yang 

profesional dan akuntabel 

Melakukan revisi 

terhadap  masukan dari 

sosialisasi panduan 

pengembalian risalah 

Dokumen Revisi 

terhadap panduan 

pengembalian 

risalah rapat 

Akuntabel: Bekerja 

dengan teliti. 

Kompeten: 

Melaksanakan tugas 

Manajemen ASN: 

Memberikan informasi 

secara benar dan tidak 

menyesatkan kepada 
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No Kegiatan Tahapan Kegiatan Output / Hasil 

Keterkaitan 

Substansi Mata 

Pelatihan Agenda II 

Nilai-nilai Dasar 

ASN BerAkhlak 

Keterkaitan Substansi 

Mata Pelatihan Agenda 

III Manajemen ASN 

dan SMART ASN 

Kontribusi Terhadap 

Visi/Misi/Tusi/Tujuan 

Organisasi 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 

rapat sementara dari 

pihak terkait 

sementara 

berdasarkan 

masukan yang 

diterima. 

dengan kualitas 

terbaik 

Adaptif: Berinovasi 

dan mengembangkan 

kreativitas. 

pihak lain yang 

memerlukan informasi 

terkait kepentingan 

kedinasan (Kode etik dan 

kode perilaku ASN) 

 

SMART ASN: 

Komunikasi dan 

Kolaborasi (kompetensi 

literasi digital BSSN) 

Tabel 3. Matriks Rancangan Aktualisasi 
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B. Jadwal Kegiatan 

Adapun jadwal kegiatan aktualisasi pelatihan dasar CPNS 2024 ini akan dilaksanakan mulai dari 

Minggu ke-4 Bulan Juli 2024 sampai dengan Minggu ke-4 Bulan Agustus 2024 di unit kerja Bagian Risalah 

Sekretariat Jenderal DPR RI.  

 

No 
Kegiatan/ 

Tahapan Kegiatan 

AGUSTUS SEPTEMBER 

I II III IV I II III IV 

1. Konsultasi Pelaksanaan 

Aktualisasi 

        

 a) Konsultasi dengan 

mentor dan coach 

        

 b) Konsultasi dengan 

pimpinan unit kerja 

        

2. Pengumpulan Data         

 a) Pengumpulan literatur         

 b) Survei terkait aktualisasi         

3. Penyusunan panduan 

pengembalian risalah rapat 

sementara 

        

a) rangkuman data untuk 

panduan pengembalian 

risalah rapat sementara 

        

b) penyusunan panduan 

pengembalian risalah rapat 

sementara 

        

4. Monitoring dan Evaluasi         

a) sosialisasi panduan 

pengembalian risalah rapat 

sementara 

        

b) Melakukan revisi pada 

panduan pengembalian 

risalah rapat sementara 

        

Tabel 4. Jadwal Rancangan Aktualisasi 
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BAB V 

PELAKSANAAN AKTUALISASI 

A. Jadwal Kegiatan Aktualisasi 

Aktualisasi penulis mulai dilaksanakan dari tanggal 15 Agustus 2024 hingga 26 September 

2024 di Bagian Risalah Sekretariat Jenderal DPR RI. Realisasi kegiatan aktualisasi sesuai dengan 

jadwal kegiatan yang direncanakan dalam rancangan aktualisasi. Namun jadwal pelaksanaan 

sosialisasi panduan pengembalian risalah rapat sementara menjadi lebih cepat yaitu pada minggu 

ke 2 atau tanggal 11 September 2024.  

No 
Kegiatan/ 

Tahapan Kegiatan 

AGUSTUS SEPTEMBER 

I II III IV I II III IV 

1. Konsultasi Pelaksanaan Aktualisasi         

 c) Konsultasi dengan mentor dan coach         

 d) Konsultasi dengan pimpinan unit kerja         

2. Pengumpulan Data         

 c) Pengumpulan literatur         

 d) Survei terkait aktualisasi         

3. Penyusunan panduan pengembalian 

risalah rapat sementara 

        

a) rangkuman data untuk panduan 

pengembalian risalah rapat sementara 

        

b) penyusunan panduan pengembalian 

risalah rapat sementara 

        

4. Monitoring dan Evaluasi         

a) sosialisasi panduan pengembalian 

risalah rapat sementara 

        

b) Melakukan revisi pada panduan 

pengembalian risalah rapat sementara 

        

Tabel 5. Jadwal Pelaksanaan Aktualisasi 

 

B. Penjelasan Tahapan Kegiatan 

Penulis melaksanakan kegiatan aktualisasi guna memenuhi tugas dalam Pelatihan Dasar Calon 

Pegawai Negeri Sipil (CPNS) golongan III, Sekretariat Jenderal DPR RI tahun 2024 selama tiga puluh hari 

masa habituasi atau off campus yang berlangsung mulai tanggal 15 Agustus 2024 hingga 26 September 
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2024. Pada saat kegiatan habituasi, penulis tidak hanya melaksanakan rancangan aktulisasi yang telah 

dibuat sebelumnya tetapi juga tetap melaksanakan penugasan yang diberikan oleh pimpinan. 

   

Adapun bentuk aktual dilapangan akan saya uraikan dalam laporan di bab ini secara rinci. 

Rangkaian kegiatan aktualisasi ini merupakan bentuk pemecahan isu yang diangkat dalam rancangan 

aktualisasi, yakni “Penyusunan Panduan Pengembalian Risalah Rapat Sementara di Bagian Risalah 

Sekretariat Jenderal DPR RI” dimana dalam Bagian Risalah Sekretariat Jenderal DPR RI belum ada 

panduan untuk pengembalian risalah rapat sementara dimana hal ini merupakan langkah penting untuk 

meningkatkan kualitas pengelolaan risalah rapat, sehingga informasi yang disampaikan lebih akurat dan 

relevan.  

 

B.1 Konsultasi Pelaksanaan Aktualisasi  

Melakukan konsultasi dengan mentor dan coach terkait dengan pelaksanaan  

Dalam tahap ini, penulis melakukan konsultasi secara berkala dengan mentor dan coach terkait 

dengan kegiatan yang dilakukan dalam pelaksanaan aktualisasi ini. Konsultasi-konsultasi yang dilakukan 

seperti rencana output dari aktualisasi penulis, bentuk kegiatan yang seharusnya dilakukan, masukan terkait 

pelaksanaan kegiatan aktualisasi, dan lain sebagainya. Output dari tahapan kegiatan ini adalah masukan 

dari mentor dan coach berdasarkan hasil diskusi terkait dengan pelaksanaan aktualisasi.   

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 10. Konsultasi dengan coach terkait dengan pelaksanaan aktualisasi 

 

 

 

 

 

 

Gambar 11. Konsultasi dengan mentor terkait dengan pelaksanaan aktualisasi 
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Keterkaitan substansi mata pelatihan agenda II nilai BerAKHLAK antara lain sebagai berikut:  

1. Akuntabel  

Proses konsultasi dengan mentor dan coach yang saya lakukan yakni menyampaikan informasi 

yang jelas dimana semua informasi terkait proses aktualisasi, mulai dari perencanaan hingga 

evaluasi, disampaikan secara terbuka dan transparan kepada semua pihak yang berkepentingan. 

Nilai akuntabilitas mendorong penulis untuk melaksanakan aktualisasi secara efisien dan efektif 

setelah mendapat saran atau masukan dari berbagai pihak terkait. 

  

1. Harmonis  

Kegiatan konsultasi dengan mentor dan coach berjalan secara harmonis yakni saya membangun 

diskusi dengan pimpinan unit secara baik sehingga menghasilkan kesepakatan terkait pelaksanaan 

rencana kegiatan yang akan dilakukan.  

  

3. Kolaboratif  

Kegiatan konsultasi dengan mentor dan coach berjalan dengan nilai kolaboratif, dimana semua 

pihak dapat bekerja sama secara efektif untuk mencapai tujuan yang sama, saling mendengarkan 

ide, masukan, dan pendapat satu sama lain. 

 

Keterkaitan substansi mata pelatihan agenda III Manajemen ASN dan SMART ASN: 

1. Manajemen ASN 

Kegiatan konsultasi dengan mentor dan coach yang berjalan secara harmonis termasuk kedalam 

salah satu tugas ASN dimana Mempererat persatuan dan kesatuan Negara Kesatuan Republik 

Indonesia. 

 

2. SMART ASN  

Kegiatan konsultasi dengan mentor dan coach dilaksanakan secara langsung tatap muka maupun 

komunikasi daring melalui whatsapp, dimana hal ini menggunakan teknologi digital dalam proses 

konsultasi untuk merumuskan solusi atas isu yang diangkat dalam rancangan aktualisasi. 

 

Kontribusi terhadap visi misi organisasi: 

 Konsultasi dengan mentor dan coach dapat membantu memastikan bahwa gagasan yang disusun 

dalam rancangan aktualisasi memenuhi standar profesional dan modern, sejalan dengan misi Sekretariat 

Jenderal DPR RI yaitu melaksanakan tata kelola kelembagaan pemerintahan yang profesional, baik, dan 

bersih di lingkungan Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. 
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Melakukan konsultasi dengan pimpinan unit terkait pelaksanaan aktualisasi  

 

Pada tanggal 04 September 2024 saya melakukan konsultasi dengan Bapak Muhammad Yus Iqbal, 

S.E. selaku Kepala Bagian Risalah Sekretariat Jenderal DPR RI guna memaparkan rencana kegiatan yang 

akan saya lakukan pada pelaksanaan aktualisasi CPNS 2024 yakni Penyusunan Panduan Pengembalian 

Risalah Rapat Sementara, sekaligus meminta masukan dan saran terkait pemaparan rencana saya tersebut.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 12. Konsultasi dengan pimpinan unit kerja terkait dengan pelaksanaan aktualisasi 

 

Keterkaitan substansi mata pelatihan agenda II nilai BerAKHLAK antara lain sebagai berikut:  

1. Akuntabel  

Proses konsultasi dengan pimpinan unit yang saya lakukan yakni menyampaikan informasi yang 

jelas dimana semua informasi terkait proses aktualisasi, mulai dari perencanaan hingga evaluasi, 

disampaikan secara terbuka dan transparan kepada semua pihak yang berkepentingan. Nilai 

akuntabilitas mendorong penulis untuk melaksanakan aktualisasi secara efisien dan efektif setelah 

mendapat saran atau masukan dari berbagai pihak terkait. 

2. Harmonis  

Kegiatan konsultasi dengan pimpinan unit berjalan secara harmonis yakni saya membangun diskusi 

dengan pimpinan unit secara baik sehingga menghasilkan kesepakatan terkait pelaksanaan rencana 

kegiatan yang akan dilakukan.  

3. Kolaboratif  

Kegiatan konsultasi dengan pimpinan unit berjalan dengan nilai kolaboratif, semua pihak dapat 

bekerja sama secara efektif untuk mencapai tujuan yang sama, saling mendengarkan ide, masukan, 

dan pendapat satu sama lain. 

 

Keterkaitan substansi mata pelatihan agenda III Manajemen ASN dan SMART ASN: 

1. Manajemen ASN 
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Kegiatan konsultasi dengan pimpinan unit yang berjalan secara harmonis termasuk kedalam salah 

satu tugas ASN dimana Mempererat persatuan dan kesatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia. 

 

2. SMART ASN  

Kegiatan konsultasi dengan pimpinan unit dilaksanakan secara langsung tatap muka maupun 

komunikasi daring melalui whatsapp, dimana hal ini menggunakan teknologi digital dalam proses 

konsultasi untuk merumuskan solusi atas isu yang diangkat dalam rancangan aktualisasi. 

 

Kontribusi terhadap visi misi organisasi: 

 Konsultasi dengan pimpinan unit kerja dapat membantu memastikan bahwa gagasan yang disusun 

dalam rancangan aktualisasi memenuhi standar profesional dan modern, sejalan dengan misi Sekretariat 

Jenderal DPR RI yaitu melaksanakan tata kelola kelembagaan pemerintahan yang profesional, baik, dan 

bersih di lingkungan Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. 

 

B.2 Pengumpulan Data  

 

Melakukan pengumpulan literatur yang berkaitan dengan aktualisasi penulis    

Pada tahapan kegiatan ini, penulis melakukan pengumpulan literatur-literatur yang berkaitan 

dengan aktualisasi penulisan. Literatur dikumpulkan melalui berbagai e-book yang tersedia di internet. 

Adapun literatur yang menjadi referensi untuk penyusunan panduan ini yaitu: 

1. E-Book “Panduan praktis menyusun SOP” 

2. E-Book “Mudah Menyusun SOP” 

3. Peraturan Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR RI Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pedoman Penyusunan Naskah Resmi dan Surat Dinas Dewan Perwakilan Rakyat 

 

 Output dari tahapan kegiatan ini tentunya adalah mendapatkan literatur-literatur yang sesuai untuk 

aktualisasi sehingga penulis dapat memperdalam pengetahuan dan kompetensi dalam melaksanakan 

kegiatan aktualisasi.  
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Gambar 13. Literatur yang digunakan berkaitan dengan aktualisasi 

 

Keterkaitan substansi mata pelatihan agenda II nilai BerAKHLAK antara lain sebagai berikut: 

1. Akuntabel 

Dengan menerapkan nilai akuntabilitas dalam proses pengumpulan literatur, maka dapat 

menghasilkan laporan aktualisasi yang berkualitas dan dapat dipertanggungjawabkan. 

 

2. Kompeten 

Nilai kompeten merupakan faktor penting dalam keberhasilan proses pengumpulan literatur yang 

dapat menghasilkan data yang relevan, akurat, dan dapat diandalkan untuk mendukung laporan 

aktualisasi.  

 

3. Adaptif 

Nilai adaptif merupakan kunci keberhasilan dalam proses pengumpulan literatur dimana proses 

pengumpulan literatur tidak hanya bergantung pada satu jenis sumber, tetapi mampu memanfaatkan 

berbagai jenis sumber seperti buku, jurnal, artikel ilmiah, laporan penelitian, data primer, dan 

sumber online lainnya. 

 

Keterkaitan substansi mata pelatihan agenda III Manajemen ASN dan SMART ASN: 

1. Manajemen ASN 

Kegiatan pengumpulan literatur yang dilaksanakan sesuai dengan kode etik dan kode perilaku ASN 

dimana melaksanakan tugasnya dengan cermat dan disiplin. 

 

2. SMART ASN 
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Kegiatan pengumpulan literatur yang dilaksanakan mengikuti perkembangan teknologi informasi 

yang dapat membantu dalam proses pengumpulan literatur, 

 

Kontribusi terhadap visi misi organisasi: 

 Pengumpulan literatur berkontribusi pada misi Setjen DPR RI yakni Menyajikan data yang 

lengkap, akurat, dan andal sebagai bahan dalam pengambilan keputusan Dewan Perwakilan Rakyat 

Republik Indonesia. 

 

Melakukan survei terkait dengan pengembalian risalah rapat    

Pada tahapan kegiatan ini, penulis melakukan pengumpulan data melalui melakukan survei terkait 

dengan pengembalian risalah rapat sementara. Survei dilakukan dengan menyebarkan kuesioner google 

form dan ditujukan kepada pegawai jabatan fungsional perisalah legislatif ahli muda di bagian risalah 

Sekretariat Jenderal DPR RI. Hasil survei menunjukkan bahwa ada beberapa jenis kesalahan yang 

ditemukan oleh perisalah legislatif ahli muda dalam risalah rapat sementara. Contohnya seperti typo pada 

penulisan, informasi pada bagian kepala risalah rapat, daftar nama anggota yang hadir dan lain sebagainya. 

Hasil survei ini digunakan sebagai data dalam proses penyusunan panduan pengembalian risalah rapat 

sementara.  

 

 

Gambar 14. Pengumpulan data pengembalian risalah rapat sementara melalui survei  

 

Keterkaitan substansi mata pelatihan agenda II nilai BerAKHLAK antara lain sebagai berikut: 

1. Akuntabel 

Kegiatan melakukan survei terkait dengan pengembalian risalah rapat sementara dilakukan dengan 

akuntabel dimana menyusun kuesioner dengan jelas dan sistematis untuk menghasilkan data yang 

akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. 

 

2. Kompeten 
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Kegiatan melakukan survei terkait dengan pengembalian risalah rapat sementara dilakukan dengan 

kompeten dimana memastikan bahwa setiap pertanyaan yang disusun relevan dan tepat sesuai 

dengan kebutuhan data yang diinginkan. 

 

3. Adaptif 

Kegiatan melakukan survei terkait dengan pengembalian risalah rapat sementara dilakukan dengan 

adaptif menggunakan teknologi informasi dimana penyusunan kuesioner menggunakan platform 

google formulir dan penyebaran kuesioner dilakukan secara online menggunakan link dari platform 

google formulir. 

 

Keterkaitan substansi mata pelatihan agenda III Manajemen ASN dan SMART ASN: 

1. Manajemen ASN 

Kegiatan pengumpulan data melalui survei yang dilaksanakan sesuai dengan kode etik dan kode 

perilaku ASN dimana melaksanakan tugasnya dengan cermat dan disiplin. 

 

2. SMART ASN 

Kegiatan pengumpulan data melalui survei yang dilaksanakan mengikuti perkembangan 

teknologi informasi yang dapat membantu dalam proses pengumpulan literatur, 

 

Kontribusi terhadap visi misi organisasi: 

 Pengumpulan data melalui kegiatan survei ini berkontribusi pada misi Setjen DPR RI yakni 

Menyajikan data yang lengkap, akurat, dan andal sebagai bahan dalam pengambilan keputusan Dewan 

Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. 

  

B.3 Penyusunan Panduan  

Melakukan persiapan penyusunan panduan pengembalian risalah rapat sementara  

Pada tahapan kegiatan ini dilakukan untuk mempersiapkan draft yang berupa perincian ide atau 

breakdown yang akan digunakan untuk penyusunan panduan pengembalian risalah rapat sementara. 

Persiapan yang dilakukan meliputi pembuatan alur proses panduan dan konsultasi dengan mentor dan 

coach. Adapun perincian ide dari penyusunan panduan ini yaitu membuat tahapan-tahapan yang ada 

didalam panduan, yakni: 

1. Identifikasi  

2. Pelaporan 

3. Verifikasi 
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4. Perbaikan  

5. Dokumentasi   

 Output dari tahapan kegiatan ini adalah telah tercapainya rangkuman data yang akan digunakan 

dalam proses penyusunan panduan yang nantinya di desain menggunakan platform canva.com. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 15. Breakdown panduan pengembalian risalah rapat sementara 

 

Keterkaitan subtansi mata pelatihan agenda II nilai BerAKHLAK antara lain sebagai berikut: 

1. Akuntabel 

Kegiatan melakukan persiapan penyusunan panduan pengembalian risalah rapat sementara 

dilakukan dengan akuntabel dimana menyusun breakdown ide dengan jelas dan sistematis untuk 

menghasilkan data yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. 

2. Kompeten 

Kegiatan melakukan persiapan penyusunan panduan pengembalian risalah rapat sementara 

dilakukan dengan kompeten dimana memastikan bahwa setiap rincian ide yang disusun relevan 

dan tepat sesuai dengan kebutuhan data yang diinginkan 

 

3. Adaptif 

Kegiatan melakukan persiapan penyusunan panduan pengembalian risalah rapat sementara 

dilakukan dengan adaptif menggunakan teknologi informasi. 

 

Keterkaitan substansi mata pelatihan agenda III Manajemen ASN dan SMART ASN: 

1. Manajemen ASN 

Kegiatan melakukan persiapan penyusunan panduan pengembalian risalah rapat sementara yang 

dilaksanakan sesuai dengan kode etik dan kode perilaku ASN dimana melaksanakan tugasnya 

dengan cermat dan disiplin. 
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2. SMART ASN 

Kegiatan melakukan persiapan penyusunan panduan pengembalian risalah rapat sementara yang 

dilaksanakan mengikuti perkembangan teknologi informasi yang dapat membantu dalam proses 

perincian ide untuk penyusunan panduan.  

 

Kontribusi terhadap visi misi organisasi: 

Dengan melakukan Persiapan penyusunan panduan pengembalian risalah rapat sementara 

berkontribusi pada Visi dan Misi Biro Persidangan I yakni Terwujudnya dukungan persidangan Komisi dan 

Persidangan Paripurna yang profesional dan akuntabel. 

 

Melakukan penyusunan panduan pengembalian risalah rapat sementara  

Tahapan kegiatan ini merupakan tahapan utama yang dilakukan oleh penulis dalam aktualisasi ini. 

Tahapan ini berlangsung selama kurang lebih tiga minggu. Pada tahapan kegiatan ini dilakukan penyusunan 

panduan pengembalian risalah rapat sementara dengan menggunakan Aplikasi Canva. Panduan ini 

berfungsi untuk dapat menjadi pedoman para pegawai jabatan fungsional perisalah legislatif untuk 

mengembalikan risalah rapat yang terdapat koreksi secara terstruktur. Output dari tahapan kegiatan ini 

adalah telah tercapainya penyusunan panduan pengembalian risalah rapat sementara.   

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 16. Penyusunan panduan pengembalian risalah rapat sementara menggunakan canva 

 

Keterkaitan subtansi mata pelatihan agenda II nilai BerAKHLAK antara lain sebagai berikut:  

1. Berorientasi pelayanan 

Nilai berorientasi pelayanan dalam penyusunan panduan pengembalian risalah rapat sementara 

mengacu pada upaya untuk memastikan panduan tersebut benar-benar memenuhi kebutuhan dan 

harapan pengguna yakni jabatan fungsional perisalah legislatif. 
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2. Akuntabel 

Seluruh proses penyusunan panduan, mulai dari pengumpulan data, analisis, hingga finalisasi, 

didokumentasikan dengan baik. Sehingga nilai akuntabilitas dalam penyusunan panduan 

pengembalian risalah rapat sementara sangat penting untuk memastikan bahwa panduan tersebut 

dapat diandalkan dan bermanfaat bagi pengguna. 

3. Kompeten 

Nilai kompeten merupakan faktor kunci dalam menghasilkan panduan pengembalian risalah rapat 

sementara yang berkualitas. Dengan menguasai berbagai keterampilan dan pengetahuan, dapat 

menghasilkan panduan yang efektif dan bermanfaat bagi pengguna. 

4. Adaptif 

Kegiatan penyusunan panduan pengembalian risalah rapat sementara dilakukan dengan adaptif 

menggunakan teknologi informasi dimana menggunakan Platform Canva sebagai media untuk 

mendesain panduan pengembalian risalah rapat sementara. 

 

Keterkaitan substansi mata pelatihan agenda III Manajemen ASN dan SMART ASN: 

1. Manajemen ASN 

Kegiatan melakukan penyusunan panduan pengembalian risalah rapat sementara yang 

dilaksanakan sesuai dengan kode etik dan kode perilaku ASN dimana melaksanakan tugasnya 

dengan cermat dan disiplin. 

 

2. SMART ASN 

Kegiatan melakukan penyusunan panduan pengembalian risalah rapat sementara yang 

dilaksanakan mengikuti perkembangan teknologi informasi yang dapat membantu dalam proses 

desain dalam penyusunan panduan.  

 

Kontribusi terhadap visi misi organisasi: 

Dengan melakukan penyusunan panduan pengembalian risalah rapat sementara berkontribusi pada 

Visi dan Misi Biro Persidangan I yakni Terwujudnya dukungan persidangan Komisi dan Persidangan 

Paripurna yang profesional dan akuntabel. 

 

B.4 Monitoring dan Evaluasi  

Sosialisasi panduan pengembalian risalah rapat sementara kepada pihak terkait    

Sosialisasi panduan pengembalian risalah rapat sementara ini dilaksanakan pada hari Rabu, 11 

September 2024 di Ruang Bagian Risalah Baru, Gedung Nusantara III DPR RI. Sosialisasi ditujukan 
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kepada Bagian Risalah, Sekretariat Jenderal DPR RI guna memperkenalkan kepada pegawai terkait 

panduan pengembalian risalah rapat sementara pada proses penyusunan risalah. Sasaran sosialisasi yakni 

pegawai Jabatan Fungsional Perisalah Legislatif Ahli Pertama dan pegawai Jabatan Fungsional Perisalah 

Legislatif Ahli Muda. Sosialisasi juga berfungsi untuk memberikan pemahaman atau petunjuk terhadap 

pegawai terkait alur proses pengembalian risalah rapat sementara yang terdapat koreksi dari Perisalah 

Legislatif Ahli Muda kepada Perisalah Legislatif Ahli Pertama.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 17. Sosialisasi panduan pengembalian risalah rapat sementara 

 

Setelah dilakukan penyusunan panduan dan sosialisasi terkait dengan panduan pengembalian risalah rapat 

sementara, maka dilakukan uji coba panduan pada perisalah legislatif komisi IX DPR RI. Uji coba ini 

dilakukan pada satu orang perisalah legislatif ahli muda (Andrie Widianto, S.E.) dan satu orang perisalah 

legislatif ahli pertama (Ratna Kusuma Dewi, S.I.Kom.). Risalah rapat sementara yang dilakukan uji coba 

yaitu Risalah Rapat Kerja Komisi IX DPR RI dengan Kementerian Ketenagakerjaan, dimana terdapat 

beberapa koreksi dari hasil identifikasi dari perisalah legislatif ahli muda. Koreksi yang ditemukan 

selanjutnya dituliskan kedalam laporan hasil identifikasi.  
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Gambar 18. Laporan hasil identifikasi dari PL Ahli Muda 

 

Setelah laporan hasil identifikasi diterima, perisalah legislatif ahli pertama melakukan verifikasi 

terhadap laporan. Tahapan selanjutnya yaitu perisalah legislatif ahli pertama melakukan perbaikan risalah 

rapat sesuai dengan yang tertulis di laporan hasil identifikasi. Risalah rapat sementara yang telah diperbaiki 

diberi watermark atau penanda dengan tulisan “Telah diperbaiki” untuk membedakan dengan yang belum 

diperbaiki. Pada uji coba ini, durasi waktu penyelesaian perbaikan risalah rapat sementara dilakukan selama 

1 hari, dimana dilakukan di hari yang sama ketika diterimanya laporan hasil identifikasi. 
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Gambar 19. Dokumen uji coba risalah rapat sementara yang telah diperbaiki 

 

Setelah diperbaiki, selanjutnya risalah rapat sementara tersebut didokumentasikan dengan cara 

mengunggah ke media penyimpanan yang tersedia seperti SIRIH, SIMFONI, atau Fitur Sharepoint 

Microsoft 365. Pada uji coba ini, perisalah legislatif ahli pertama mengunggah risalah rapat sementara yang 

telah diperbaiki kedalam Fitur Sharepoint Microsoft 365 Komisi IX DPR RI.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 20. PL Ahli Pertama Mengunggah Risalah Rapat Sementara kedalam Sharepoint 

365 

 

Tahapan terakhir dari proses pengembalian risalah rapat sementara yaitu perisalah legislatif ahli 

pertama menyusun berita acara penyerahan risalah rapat sementara yang telah diperbaiki. Berita acara ini 

memuat beberapa informasi yang terkait dengan risalah rapat sementara yang telah diperbaiki, dimana 

dokumen ini dapat menjadi bukti tertulis untuk risalah rapat yang telah diperbaiki. 
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Gambar 21. Dokumen Uji Coba Berita Acara Penyerahan Risalah Rapat Sementara yang telah 

diperbaiki  

 

Keterkaitan substansi mata pelatihan agenda II nilai BerAKHLAK antara lain sebagai berikut:  

1. Akuntabel 

Nilai akuntabilitas dalam sosialisasi panduan pengembalian risalah rapat sementara mengacu pada 

bahwa proses penyebarluasan informasi dan pemahaman terhadap panduan tersebut dilakukan 

secara transparan, bertanggung jawab, dan dapat dipertanggungjawabkan. 

 

2. Kompeten 

Nilai Kompeten dalam sosialisasi panduan pengembalian risalah rapat sementara mengacu pada 

mengelola diskusi dengan baik, memberikan kesempatan kepada semua peserta untuk 

berpartisipasi, dan merangkum hasil diskusi. 

 

3. Kolaboratif 

Nilai kolaboratif dalam sosialisasi panduan pengembalian risalah rapat sementara sangat penting 

untuk memastikan bahwa informasi yang disampaikan dapat dipahami dengan baik oleh semua 

pihak yang terkait dan dapat diterapkan secara efektif. Dengan melibatkan berbagai pihak, 

sosialisasi akan lebih efektif dan mencapai tujuan yang diinginkan. 
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Keterkaitan substansi mata pelatihan agenda III Manajemen ASN dan SMART ASN: 

1. Manajemen ASN 

Kegiatan melakukan sosialisasi panduan pengembalian risalah rapat sementara yang dilaksanakan 

sesuai dengan kode etik dan kode perilaku ASN dimana memberikan informasi secara benar dan 

tidak menyesatkan kepada pihak lain yang memerlukan informasi terkait kepentingan kedinasan. 

 

2. SMART ASN 

Kegiatan sosialisasi panduan pengembalian risalah rapat sementara yang dilaksanakan mengikuti 

perkembangan teknologi informasi yang mendukung efektivitas dan efisiensi dalam pelaksanaan 

sosialisasi. 

 

Kontribusi terhadap visi misi organisasi: 

Dengan melakukan sosialisasi panduan pengembalian risalah rapat sementara berkontribusi pada 

Visi dan Misi Biro Persidangan I yakni Terwujudnya dukungan persidangan Komisi dan Persidangan 

Paripurna yang profesional dan akuntabel. 

 

Melakukan revisi terhadap masukan dari sosialisasi panduan pengembalian risalah rapat sementara 

dari pihak terkait    

Setelah dilakukannya sosialisasi, dilakukan kegiatan survei umpan balik terkait dengan sosialisasi 

panduan pengembalian risalah rapat sementara dari pihak terkait. Hal ini menunjukkan tindakan evaluasi 

untuk peningkatan dalam akurasi dan konsistensi penulisan. Melalui buku panduan yang telah disusun, para 

perisalah legislatif kini memiliki panduan langkah demi langkah yang jelas dalam proses pengembalian 

risalah rapat sementara sehingga adanya koordinasi antara perisalah legislatif ahli muda dan perisalah 

legislatif ahli pertama serta dapat meningkatkan kualitas dari risalah rapat itu sendiri. Survei ini diisi oleh 

29 orang Perisalah Legislatif di bagian risalah Sekretariat Jenderal DPR RI, dimana subjek yang mengisi 

survei ini telah mengikuti kegiatan sosialisasi panduan pengembalian risalah rapat sementara. 
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Gambar 22. Survei umpan balik pengembalian risalah rapat sementara yang telah diperbaiki  

 

Hasil Survei umpan balik menunjukkan bahwa panduan pengembalian risalah rapat sementara 

mudah untuk dipahami serta relevan dengan jabatan fungsional perisalah legislatif. Adapun masukan atau 

saran yang dibagikan pada survei umpan balik yaitu diantaranya memperbaiki kata-kata yang typo pada 

beberapa redaksi dalam panduan, memperhatikan kembali penulisan daftar pustaka, memperhatikan lagi 

lama waktu identifikasi dan perbaikan risalah rapat sementara, dan lain sebagainya.  
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Gambar 21. Revisi panduan pengembalian risalah rapat sementara menggunakan canva 

 

Hasil masukan atau saran dari survei umpan balik yang dilakukan kemudian ditindak lanjuti oleh 

penulisan dengan melakukan beberapa revisi sehingga panduan pengembalian risalah sementara menjadi 

akurat dan konsistensi dalam penulisan. 

 

Keterkaitan subtansi mata pelatihan agenda II nilai BerAKHLAK antara lain sebagai berikut:  

1. Akuntabel 

Nilai Akuntabel dalam kegiatan Melakukan revisi terhadap masukan dari sosialisasi panduan 

pengembalian risalah rapat sementara dari pihak terkait dapat terlihat pada Umpan balik dari 

peserta sosialisasi dapat digunakan untuk memperbaiki kualitas panduan. 

 

2. Kompeten 

Nilai kompeten dalam kegiatan melakukan revisi terhadap masukan dari sosialisasi panduan 

pengembalian risalah rapat sementara dari pihak terkait dapat terlihat pada penulis dapat 

mengidentifikasi area yang perlu diperbaiki berdasarkan hasil survei umpan balik. 

 

3. Adaptif 

Nilai Adaptif dalam kegiatan melakukan revisi terhadap masukan dari sosialisasi panduan 

pengembalian risalah rapat sementara dari pihak terkait dapat terlihat pada menggunakan platform 

online seperti canva dan google document untuk berbagi materi, mengumpulkan umpan balik, dan 

merevisi dokumen secara realtime. 

 

Keterkaitan substansi mata pelatihan agenda III Manajemen ASN dan SMART ASN: 

1. Manajemen ASN 
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Kegiatan melakukan revisi terhadap masukan dari sosialisasi panduan pengembalian risalah rapat 

sementara yang dilaksanakan sesuai dengan kode etik dan kode perilaku ASN dimana memberikan 

informasi secara benar dan tidak menyesatkan kepada pihak lain yang memerlukan informasi 

terkait kepentingan kedinasan 

 

2. SMART ASN 

Kegiatan melakukan revisi terhadap masukan dari sosialisasi panduan pengembalian risalah rapat 

sementara yang dilaksanakan mengikuti perkembangan teknologi informasi yang mendukung 

efektivitas dan efisiensi dalam proses revisi panduan. 

 

Kontribusi terhadap visi misi organisasi: 

Dengan melakukan revisi terhadap masukan dari sosialisasi panduan pengembalian risalah rapat 

sementara berkontribusi pada Visi dan Misi Biro Persidangan I yakni Terwujudnya dukungan persidangan 

Komisi dan Persidangan Paripurna yang profesional dan akuntabelDengan melakukan monitor dan evaluasi 

terhadap panduan pengembalian risalah rapat sementara berkontribusi pada Visi dan Misi Biro Persidangan 

I yakni Terwujudnya dukungan persidangan Komisi dan Persidangan Paripurna yang profesional dan 

akuntabel. 

 

C. Stakeholder 

Pihak yang terlibat dalam aktualisasi ini adalah pimpinan dan pegawai dalam lingkup internal unit 

kerja Bagian Risalah Sekretariat Jenderal DPR RI. Pegawai bagian risalah yang berkaitan langsung dalam 

proses penyusunan risalah rapat sementara dan yang meninjaunya yakni perisalah legislatif ahli pertama 

dan perisalah legislatif ahli muda.  

 

D. Kendala dan Strategi Menghadapi Kendala 

Kendala yang terjadi dalam penerapan aktualisasi ini adalah: 

1. Keterbatasan waktu penyusunan panduan yang diiringi dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi 

dari penulis. 

2. Banyak dari perisalah legislatif ahli muda yang tidak bergabung dalam pelaksanaan sosialiasi 

panduan pengembalian risalah rapat sementara 

 

Adapun strategi yang dapat dilakukan dalam menghadapi kendala tersebut yaitu: 

1. Memanajemen waktu penyusunan panduan dan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dengan efektif. 
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2. Menyebarkan informasi sosialisasi kepada perisalah legislatif ahli muda melalui pesan di whatsapp 

serta meminta umpan balik untuk pengembangan panduan. 

 

E.  Analisis Dampak 

Adapun dampak yang dapat terjadi dari penyusunan panduan pengembalian risalah rapat sementara 

ini dapat dilihat dari dua sisi yakni subtansi materi agenda 2 yakni penerapan nilai BerAKHLAK dan 

substansi materi agenda 3 yakni Manajemen ASN dan Smart ASN.  

 

Substansi Materi Agenda 2: 

• Berorientasi pelayanan: mendorong terciptanya prosedur yang jelas dan terstandarisasi yang akan 

digunakan oleh perisalah legislatif. 

• Akuntabel: risalah rapat menjadi lebih kredibel dan dapat dijadikan sebagai sumber informasi 

yang terpercaya karena isinya yang akurat dan dapat diandalkan.  

• Kompeten: kualitas risalah rapat yang tinggi akan mencerminkan profesionalisme lembaga dan 

meningkatkan citra positif di mata publik. 

• Harmonis: Komunikasi yang baik antar anggota tim dapat mencegah terjadinya miskomunikasi 

yang dapat menghambat proses penyusunan risalah. 

• Loyal: memiliki tanggung jawab yang besar terhadap kualitas risalah rapat yang dihasilkan, 

sehingga mereka akan berusaha semaksimal mungkin untuk menghasilkan risalah yang terbaik.  

• Adaptif: terbuka untuk menerima kritik dan saran untuk meningkatkan kualitas risalah rapat yang 

mereka hasilkan dan selalu berusaha untuk memperbaiki cara kerja dan meningkatkan hasil kerja. 

• Kolaboratif: kolaborasi antar bagian dapat memperkuat sinergi dan meningkatkan efisiensi kerja 

organisasi. 

 

Substansi Materi Agenda 3: 

• Manajemen ASN: ASN sebagai pelaksana kebijakan publik, dituntut untuk memiliki kompetensi 

dan integritas yang tinggi dalam menjalankan tugasnya, termasuk dalam penyusunan dokumen 

penting seperti risalah rapat. Dengan adanya panduan pengembalian risalah rapat sementara, akan 

berdampak pada pelaksanaan tugasnya dengan cermat dan disiplin sesuai dengan kode etik dan 

kode perilaku ASN. 

 

• SMART ASN: Literasi digital ASN memiliki dampak yang signifikan terhadap kualitas dan 

efisiensi penyusunan panduan pengembalian risalah rapat. Dengan meningkatkan literasi digital 
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ASN, dapat menghasilkan risalah rapat yang lebih baik, proses kerja yang lebih efisien, dan 

kolaborasi yang lebih efektif. 
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BAB VI 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Pelaksanaan kegiatan aktualisasi yang penulis laksanakan yaitu di Bagian Risalah Biro 

Persidangan I Sekretariat Jenderal DPR RI, yang dilaksanakan selama masa habituasi terhitung dari 

tanggal 15 Agustus 2024 s.d 26 September 2024. Pelaksanaan kegiatan atau habituasi di Satuan 

Kerja yakni di Bagian Risalah Biro Persidangan I Sekretariat Jenderal DPR RI.  

Kegiatan aktualisasi ini dilaksanakan dengan menerapkan nilai-nilai yang terkandung 

dalam peran dan kedudukan PNS dalam NKRI yaitu Manajemen dan SMART ASN, serta 

mengimplementasikan nilai-nilai dasar PNS meliputi Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, 

Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, dan Kolaboratif. Penerapan nilai-nilai dasar PNS telah 

mendorong penulis untuk menyelesaikan kegiatan aktualisasi dengan baik dan tepat waktu. Tanpa 

menerapkan nilai-nilai tersebut maka pelaksanaan kegiatan aktualisasi tidak akan optimal serta 

tidak dapat menghasilkan kualitas hasil kegiatan yang bermutu. 

Adapun kegiatan aktualisasi ini dilaksanakan dengan mengangkat core isu yaitu: “Belum 

adanya panduan proses pengembalian terkait dengan risalah rapat sementara yang terdapat 

kesalahan” Sedangkan gagasan pemecahan isu yaitu “Penyusunan Panduan Pengembalian Risalah 

Rapat Sementara pada Bagian Risalah Sekretariat Jenderal DPR RI”,  

Pada masa habituasi, pelaksanaan aktualisasi penulis menjalankan beberapa kegiatan yang 

telah dituangkan dalam matriks rancangan aktualisasi. Mutu output kegiatan diharapkan 

mengalami peningkatan melalui masukan dan saran yang diberikan oleh pihak terkait. Kegiatan 

yang dilakukan tidak terlepas dari kendala selama pelaksanaan aktualisasi, sehingga output 

kegiatan tidak bisa terlaksana secara maksimal. Perlu adanya pelaksanaan tindak lanjut agar output 

kegiatan lebih maksimal. 

 

B. Saran 

Untuk mendukung penerapan panduan pengembalian risalah rapat sementara dalam risalah 

rapat sementara yang dihasilkan oleh Unit Kerja Bagian Risalah, penulis memberikan saran sebagai 

berikut: 

• Koordinasi lebih lanjut dengan tim SOP Bagian Risalah: melakukan koordinasi lebih lanjut dengan 

tim penyusun standar operasional prosedur (SOP) Bagian Risalah agar dapat ditindaklanjuti dan 

memiliki kekuatan hukum dalam penerapannya. 

• Penerapan panduan pengembalian risalah rapat sementara secara menyeluruh di Bagian Risalah 

Sekretariat Jenderal DPR RI agar lebih memaksimalkan hasil kualitas risalah rapat sementara. 
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• Evaluasi Berkala: Diperlukan evaluasi secara berkala terkait panduan pengembalian risalah rapat 

sementara, termasuk pengumpulan umpan balik dari pengguna agar proses penggunaan panduan 

ini terus disempurnakan. 
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LAMPIRAN 
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Lampiran 1: Formulir Pengendalian Mentor 
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Lampiran 2: Formulir Pengendalian Coach 
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Lampiran 3: Bukti-Bukti Kegiatan 

Kegiatan 1  : Konsultasi Pelaksanaan Aktualisasi 

Bukti Kegiatan  : 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Penulis melakukan konsultasi dan diskusi dengan coach  

 

 

 

 

 

 

 

Penulis melakukan konsultasi dan diskusi dengan 

mentor 

 

 

Penulis melakukan konsultasi dan diskusi dengan 

Pimpinan unit 
 

Penulis melakukan konsultasi dan diskusi dengan 

coach dan mentor melalui chat whatsapp 
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Kegiatan 2  : Pengumpulan Data 

Bukti Kegiatan  : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Penulis membaca literatur yang telah dikumpulkan 

 

 

Buku-buku yang menjadi referensi penyusunan panduan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Penulis membaca peraturan yang dapat menjadi acuan 

penyusunan panduan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Penulis melakukan survei terkait dengan aktualisasi 
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Kegiatan 3  : Penyusunan Panduan 

Bukti Kegiatan  : 

 

 

 

 

 

 

Penulis melakukan persiapan penyusunan panduan pengembalian risalah rapat sementara dengan membuat 

perincian ide kedalam google dokumen 

Link Dokumen: 

https://docs.google.com/document/d/10pMU_3MEtv 

soaL6DfUkRcykvFS_TVn4f/edit?usp=drive_link&ouid=101405527421702276213&rtpof=true&sd=true 

 

 

 

 

 

 

 

 

Penulis melakukan penyusunan panduan pengembalian risalah rapat sementara yang di desain menggunakan 

platform canva.com 

Link Dokumen: 

https://www.canva.com/design/DAGO6Y3TRhw/Oe7_Dci_pCO0Qu2FQcVmyg/ 

edit?utm_content=DAGO6Y3TRhw&utm_campaign=designshare&utm_medium= 

link2&utm_source=sharebutton 

https://docs.google.com/document/d/10pMU_3MEtvsoaL6DfUkRcykvFS_TVn4f/edit?usp=drive_link&ouid=101405527421702276213&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/10pMU_3MEtvsoaL6DfUkRcykvFS_TVn4f/edit?usp=drive_link&ouid=101405527421702276213&rtpof=true&sd=true
https://www.canva.com/design/DAGO6Y3TRhw/Oe7_Dci_pCO0Qu2FQcVmyg/edit?utm_content=DAGO6Y3TRhw&utm_campaign=designshare&utm_medium=link2&utm_source=sharebutton
https://www.canva.com/design/DAGO6Y3TRhw/Oe7_Dci_pCO0Qu2FQcVmyg/edit?utm_content=DAGO6Y3TRhw&utm_campaign=designshare&utm_medium=link2&utm_source=sharebutton
https://www.canva.com/design/DAGO6Y3TRhw/Oe7_Dci_pCO0Qu2FQcVmyg/edit?utm_content=DAGO6Y3TRhw&utm_campaign=designshare&utm_medium=link2&utm_source=sharebutton
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Kegiatan 4  : Monitoring dan evaluasi 

Bukti Kegiatan  : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Penulis melakukan sosialisasi panduan pengembalian risalah 

rapat sementara di ruang risalah Gedung Nusantara III DPR 

RI, Rabu 11 September 2024 

 

 

Laporan singkat sosialisasi panduan pengembalian 

 risalah rapat sementara 

 

https://docs.google.com/document/ 

d/1A4ua2MJ_Bn5xJb4WmR-

bJkX8li31w0Al/edit?usp=drive_link 

&ouid=101405527421702276213&rtpof=true&sd=true 

https://docs.google.com/document/d/1A4ua2MJ_Bn5xJb4WmR-bJkX8li31w0Al/edit?usp=drive_link&ouid=101405527421702276213&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1A4ua2MJ_Bn5xJb4WmR-bJkX8li31w0Al/edit?usp=drive_link&ouid=101405527421702276213&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1A4ua2MJ_Bn5xJb4WmR-bJkX8li31w0Al/edit?usp=drive_link&ouid=101405527421702276213&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1A4ua2MJ_Bn5xJb4WmR-bJkX8li31w0Al/edit?usp=drive_link&ouid=101405527421702276213&rtpof=true&sd=true
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Penulis melakukan survei umpan balik terhadap sosialisasi panduan pengembalian risalah rapat sementara 
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Penulis melakukan revisi panduan pengembalian risalah rapat sementara yang di desain menggunakan platform canva.com 

dari masukan yang diterima pada survei umpan balik. 
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Bukti dukung Undangan Sosialisasi panduan pengembalian risalah rapat sementara, Rabu 11 

September 2024 di Gedung Nusantara III 
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Bukti Daftar Hadir Sosialisasi panduan pengembalian risalah rapat sementara, Rabu 11 

September 2024 di Gedung Nusantara III 
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Bukti Panduan Pengembalian Risalah Rapat Sementara 
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